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City Branding : Inovasi Peningkatan Daya Saing Daerah  
Masa Kini 
 
Amni Zarkasyi Rahman1 











Brand sebuah daerah merupakan langkah awal mengenalkan potensi 
daerah kepada masyarkat. Banyak sekali daerah yang sudah memiliki 
branding khusus yang didukung dengan adanya berbagai festival 
untuk meningkatkan jumlah wisatawan. Peningkatan wisatawan 
inilah yang nantinya akan menarik investor untuk ikut membangun 
daerah dalam upaya peningkatan daya saing. Dalam tulisan ini, kita 
akan melihat urgensitas city branding dan peluang kolaborasi antara 
university-industry-government untuk meningkatkan keberhasilan 
city branding tersebut. 
 
Keywords 




Peningkatan daya saing daerah 
merupkana salah satu upaya yang dilakukan 
daerah untuk bisa meningkatkan investasi. 
Salah satu upaya peningkatan daya saing 
daerah yang marak dilakukan saat ini adalah 
city branding. Sebelum terwujud sebuah city 
branding yang menarik, maka diperlukan 
adanya pembangunan persepsi mengenai 
suatu daerah (Michalis Kavaratzis, 2004). 
Persepsi ini dapat dibangun dengan 3 hal, 
yaitu : intervensi yang direncanakan (tata 
kota); daerah yang merupakan akses utama 
tempat khusus; serta berbagai representasi 
tempat (novel, film, lukisan, dll) (Crang, 
1998). Salah satu contohnya adalah Gereja 
Ayam yang menjadi tenar karena menjadi 
lokasi pengambilan gambar film AADC 2. 
Jika biasanya jumlah pengunjung mencapai 
80-100 orang per hari, pasca penayangan 
AADC 2 menjadi 200-300 orang per hari, 
bahkan bisa mencapai 500-600 orang per hari 
pada saat akhir minggu dan hari libur 
(Fadhilaturrohmi, 2016). 
City branding sendiri merupakan 
sebuah manajemen citra dari sebuah daerah 
yang telah dibangun berdasarkan pada 
inovasi strategis serta koordinasi ekonomi, 
sosial, komersial, kultural, dan regulasi 
daerah (Moilanen & Rainisto, 2009). Hal 
inilah yang mendasari pentingnya city 
branding yang merupakan bagian dari 
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inovasi daerah. City branding sendiri sudah 
mulai mewabah di Indonesia, seperti Solo 
“the spirit of java”; Sparkling Surabaya; serta 
Jogja Istimewa. Tentunya branding ini turut 
didukung dengan berbagai festival yang 
berskala lokal, nasional maupun 
internasional, seperti Solo Keroncog Festival 
2017; SIPA 2017 (Solo International 
Performing Art); 9thJogja International 










Gambar 1 Contoh Logo Branding 
Gambar tersebut merupakan salah satu 
simbol dari branding suatu wilayah yang 
sudah dikenal dunia. Melalui branding ini, 
dapat kita lihat lonjakan kunjungan 
wisatawan dalam kurun waktu 2012-2015 









Gambar 2 Perbandingan Jumlah Kunjungan Wisata (BPS, 
2017) 
Jumlah kunjungan wisata selama 
kurun waktu 2012 hingga 2015 telah 
menunjukkan tren peningkatan yang 
signifikan, dengan rata-rata peningkatan 
sebesar 500 ribuwisatawan per tahun. 
Berdasarkan hasil ini, dapat kita simpulkan 
bahwa memang city branding sangat penting 
untuk dimiliki oleh setiap kota dan kabupaten 
di Indonesia dalam upaya peningkatan daya 
saing, khususnya di bidang pariwisata. 
2. PEMBAHASAN 
URGENSITAS CITY BRANDING 
City branding pada hakikatnya berbeda 
dengan product branding, dengan beberapa 
kompleksitas yang berbeda (Mihalis 
Kavaratzis, 2009). Beberapa kompleksitas 
yang dimaksud adalah produk dan service 
branding dari berbagai stakeholders, jumlah 
organisasi (kelembagaan) yang memiliki 
brand, keterbatasan upaya mengendalikan 
branding tersebut kepada golongan 
masyarakat yang berbeda(Virgo & De 
Chernatony, 2006). Oleh sebab itu, hakikat 
city branding lebih kepada peningkatan citra 
suatu wilayah dalam menarik golongan 
masyarakat tertentu untuk dapat “membeli” 
produk yang ditawarkan. Produk yang dapat 
dibeli dengan mudah adalah berbagai festival 
yang diselenggarakan secara berkala dan 
terencana. Pertanyaan menarik adalah apakah 
city branding itu diperlukan? Untuk 
menjawab pertanyaan itu, perlu kita lihat 
2012 2013 2014 2015
3.55 3.81 3.88 4.06 
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terlebih dahulu toolkits dari branding 
tersebut (Trueman & Cornelius, 2006), yaitu: 
1. Presence, atau dapat dikatakan simbol 
ikonik. Hal ini menjadi kewajiban 
sebagai bentuk identitas branding yang 
dibangun. Simbol itu harus 
merepresentasikan tujuan yang ingin 
dicapai. 
2. Purpose : secara detail dengan batasan 
yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan 
menonjolkan ciri khas suatu wilayah 
yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya. 
3. Pace : dengan mengedapankan public-
private partnerships. 
4. Personality : bisa dikatakan sebagaithe 
emotional landscape yang mampu 
menonjolkan jati diri daerah, tentunya 
dengan mengedepankan local wisdom. 
5. Power : upaya penguatan branding 
dengan pemberdayaan masyarakat 
dengan harapan turut mensukseskan 
branding yang dibangun. 
Kelima toolikts tersebut harus dipenuhi 
agar city branding yang akan dibuat mampu 
terlaksana dengan baik. Hal ini terkait dengan 
citra yang ingin dibangun oleh suatu daerah 
dengan mengedepankan local wisdom 
masing-masing sebagai identitas utama. 
Identitas inilah yang akan dijual sebagai 
pembeda dengan daerah lainnya, seperti Solo 
dan Yogyakarta dengan mengedepankan 
budaya sebagai identitas, sama seperti Bali. 
Adapula Jakarta yang mengedepankan 
visualisasi kota modern di Indonesia, lengkap 
dengan berbagai pusat perbelanjaan terpadu. 
Hal lainnya yang perlu dilakukan 
adalah membangun brand identity(Aaker, 
1995), sebagai cara agar brand dapat 
dirasakan dan dikenali. Secara lebih detail 











Gambar 3Tahapan Brand Identity menjadi sebuah Brand 
Image(Mihalis Kavaratzis & Ashworth, 2005) 
Oleh sebab itu, image dari sebuah 
brandsangat diperlukan, sama halnya dengan 
sebuah simbol ikonik seperti yang dikatakan 
Trueman dan Cornelius. Implementasi 
sederhana dari hal ini adalah munculnya 
berbagai logo branding seperti pada gambar 
1. 
Semakin berkembangnya teknologi, 
brand image juga dapat dilakukan melalui 
aplikasi, seperti aplikasi jogja istimewa pada 
platform Android. Aplikasi ini tentu akan 
memperkuat branding dan mempermudah 
masyarakat untuk mengetahui event-event 
tertentu yang akan dilaksanakan di jogja. 
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Gambar 4 Aplikasi Jogja Istimewa dalam platform Android 
Aplikasi ini tentu menjadi jembatan 
antara brand identity dan brand 
imagesebagai bagian dari brand positioning, 
yang secara lebih khusus melihat proses 
komunikasi untuk meningkatkan value 
daerah. Selain melalui aplikasi, proses 
komunikasi dapat dilakukan melalui website, 
pamflet, dan media visual lainnya. Akan 
tetapi, hal yang perlu dipahami adalah tidak 
ada strategi branding dan pemasaran yang 
akan berhasil dalam jangka panjang jika tidak 
disertai dengan perubahan “wajah” daerah 
(Raubo, 2010). Agar perubahan tersebut 
dapat dilakukan dengan efektif dan efisien 
maka dibutuhkan kolaborasi antara 
university-industry-government.  
KOLABORASI SEBAGAI SOLUSI? 
Kolaborasi pada hakikatnya dimaknai 
sebagai kebersamaan, kerja sama, berbagi 
tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab 
dimana pihak-pihak yang berkolaborasi 
memiliki tujuan yang sama, kesamaan 
persepsi, kemauan untuk berproses, saling 
memberikan manfaat, kejujuran, kasih 
sayang serta berbasis masyarakat(Haryono, 
2012). Kolaborasi ini dapat lebih 
ditingkatkan melalui hubungan university-
industry-governmentdalam konsep triple 
helix(Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). 
Konsep triple helix ini membagi peran 
dari masing-masing stakeholders untuk ikut 
membantu merubah “wajah” daerah sejalan 
dengan branding yang akan dikuatkan. 
Adapun pola hubungan yang dilakukan dapat 











Gambar 5 Model Laissez-Faire dari Hubungan university-
industry-gevernment(Etzkowitz & Leydesdorff, 2000) 
Industry dapat turut serta dalam 
menyediakan sarana dan prasarana dalam 
bentuk Coporate Social Responsibility 
(CSR). Peluang pemanfaatan CSR untuk 
membantu pembangunan sarana dan 
prasarana saat ini makin terbuka, terlebih di 
beberapa daerah telah memiliki Perda tentang 
Sumbangan Pihak Ketiga. Melalui regulasi 
tersebut, pihak ketiga (industry) dapat 
membangun berbagai sarana publik untuk 
P a g e  | 161 
 
2nd Borobudur Conference on Public Administration 
24 – 25 November 2017 
ISBN: 978-602-50690-6-2 
 
kepentingan daerah.Infrastruktur yang 
dibangun akan menjadi aset daerah 
dikemudian hari. 
Sementara itu, university memberikan 
arahan dalam penyusunan rencana strategis 
city branding, dengan governement sebagai 
subyek dan obyek.Hal ini dilakukan agara 
rencana strategis yang dibuat memang 
merupakan bagian dari local wisdom daerah. 
Beberapa daerah yang dapat merubah wajah 
melalui CSR, salah satunya adalah 









Gambar 6 Ikon Kudus yang dibangun dengan CSR 
Hasil dari kolaborasi perlu merujuk 
pada bentuk Entrepreneurial City(Lombardi, 
Giordano, Farouh, & Yousef, 2012), yang 
memiliki beberapa implikasi, diantaranya 
adalah peningkatan entrepreneurial 
activitiesdalam menunjang perekonomian 
daerah; dan pemenuhan efisiensi, efektifitas, 
dan reliable infrastructures bagi setiap 
pembanguan yang akan dilakukan. 
Bentuk ini mirip dengan pembangunan 
pariwisata Kabupaten Banyuwangi, tepatnya 
di Desa Tamansari yang merupakan binaan 
salah satu industry. Desa Wisata Tamansari 
terletak di lereng Gunung Ijen, dengan 
potensi wisata kehidupan penduduk desa 
seperti bertani; berkebun kopi, cengkeh, dan 
cokelat; menambang belerang; serta 









Gambar 7Smart Kampung Desa Tamansari 
Desa Tamansari juga mendapatkan 
“Desa Wisata Award" dari Kementerian 
Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan 
Transmigrasi sebagai desa wisata terbaik 
dalam kategori pemanfaatan jejaring 
bisnis. Adapun bisnis yang dibangun 
BUMDes mampu meningkatkan ekonomi 
warga mealui beberapa usaha berbasis 
potensi yang dimiliki, seperti kendaraan 
wisata, jasa pemandu wisata, serta usaha 
kecil lainnya. Selain itu, terdapat upaya 
mendidik para penambang belerang di 
Gunung Ijem dengan berperan ganda menjadi 
pemandu wisata, sehingga selain menambang 
belerang, mereka juga memanfaatkan troley 
belerangnya untuk mengangkut wisatawan 
yang kelelahan sehingga mampu menjadi 
side income para penambang. 
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Desa Tamansari juga mampu 
menggandeng pihak swasta (industry) dalam 
upaya pembangunan wisata melalui dana 
CSR dalam konsep desa wisata sebagai 
bagian dari entrepreneurial activities. 
Adapun lokasi yang dikembangkan adalah 
kampung susu (terletak di Dusun Ampel 
Gading) hingga kampung bunga (terletak di 
Dusun Jambu).Entrepreneurial activities 
yang berkembang melalui hubungan 
university-industry-governmentdalam 
konsep triple helix memang menjadi salah 
satu solusi dalam upaya peningkatan brand 
image suatu daerah. 
3. SIMPULAN 
City branding sangat diperlukan daerah 
untuk dapat mengenalkan potensi yang 
dimiliki, salah satunya adalah potensi wisata 
untuk dapatkan meningkatkan kunjungan 
wisata. Pola kolaborasi yang diharapkan 
mampu diterapkan dan direplikasi di daerah 
lain adalah hubungan university-industry-
governmentdalam konsep triple helixyang 
bertujuan mewujudkan entrepreneurial city. 
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